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Dalam  rangka  mewujudkan  manajemen  pemerintah  yang  efektif,  transparan  dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini  :

Nama
Jabatan

SuLJUMAN  HARAHAP,  SH.  M.SP,  CGCAE,  CFrA
INSPEKTUR PROVINSI SUMAIERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama
Jabatan

MUHAMMAD  BOBBY AFIF NASIJTION
GUBERNUR SUMAIERA IITARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapei target kineria jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak  Kedua  akan   memberikan  supervisi  yang  diperiukan  serta  akan   melakukan
evaluasi  akuntabilitas  kinerja  terhadap  capaian  kinerja  dari  perianjian  ini  dan  mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedue,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

MUHAMMAD  BOBBY AFIF NAS

Medan,   tG   Pet,I.or?          2026

Pihak Kesatu,

INSPEKTUR
PROVINSI SUMAIERA IITARA,

SULAIMAN
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.  196906101997031005



LAMPIRAM
PERJANIIAN KINERIA

Perangkat Daerah              :     Inspektorat provinsi sumatera utara

Tahun                                      :     2026

_     sASARAN^     \  Fife!j! TARGFT`  ''j  ,ulr^,HPTOR Klme   I       :ff.

1 Menlngkathya Tata Kdola 1       Indeks lntegritas Naslonal 67,46
Pemerintahan Yang Baik Poin/Skor

2       Maturitas penyelenggaraan slstem Level 3
Pengendalian lntern Pemertntah
(SPIP)

3       Level Kapabilltas APIp lnspektorat Level 3

4       Persentase penanganan pengaduan 85%
Masyarakat

5       Persentase Tenaga Fungsional |arJ/o
Pengawasan yang Memmkl
Sertifikat Keahllan  Khusus Bldang
Audit

2 Menjngkatnya Pemb}naan dan 1       Persentase penyelesaian llndak 83%
Pengawasan Penyelenggaraan Lanjut Rekomendasl Hasll
Pemeri ntahan Daerah Pemeriksaan BPK RI pada

Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara

2       Persentase penyelesalan llndak 100%
lanjut Rekomendasl Hasll
Pemeriksaan rtyen Kemendagri
pada Pemerintah Provinsl Sumatera
Utara

3       Persentase penyelesalan Tlndak 90%
Ljanjut Rekomendasl Hasll
Pemeriksaan lnspektorat Provinsi
Sumatera Utara

1       Penunjang urusan pemerintahan Daerah           Rp

2       Penyelenggaraan pengawasan

Perumusan Kebijakan, Pendamp!ngan dan
Aslstensi

TOTA

907.974.000                       APBD

13.208. 398.000                       APBD

1. 553.152.000                         APBD

Rp               15.669

Medan,      \G     Febrc4r?          2026

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA IJTARA,

NIP.  196906101997031005


